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INTERVIEW GUIDE

A. Kepala Desa Sumberejo

1.

Bagaimanakah peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam proses perencanaan
pembangunan?
Bagaimanakah peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melakukan

pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa?

B. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Sumberejo

1.

Bagaimanakah peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melakukan
pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa?

Bagaimanakah peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas,
wewenang dan fungsinya terhadap jalannya pembangunan desa?

Bagaimanakah Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Perwakilan Desa
(BPD) Sumberejo?

Bagaimanakah dengan tingkat disiplin yang dimiliki oleh anggota Badan
Perwakilan Desa (BPD) Sumberejo?

Bagaimanakah tentang sumber pembiayaan kegiatan operasional Badan
Perwakilan Desa (BPD) Sumberejo?

Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam

menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya?

C. Ketua Bidang Pembangunan dan Umum Badan Perwakilan Desa (BPD) Sumberejo.

1.

Bagaimanakah peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melakukan
pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa?

Sejauh manakah Kketertiban Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam proses
perencanaan pembangunan?

Bagaimanakah peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pengawasan
pembangunan?

Bagaimana upaya Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mengoptimalkan

perannya dalam pengawasan pembangunan?



D. Ketua Bidang Pemerintahan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sumberejo
1. Bagaimanakah peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pengawasan
pembangunan?
2. Bagaimana upaya Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mengoptimalkan

perannya dalam pengawasan pembangunan?

E. Sekretaris Desa Sumberejo.
1. Sejauh manakah hubungan antara Badan Perwakilan Desa (BPD) Sumberejo
dengan Pemerintah Desa?



Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Tempat dan Tanggal Lahir

Pendidikan

Karya lImiah

CURRICULUM VITAE

01

2.

: KHAIRIL ANWAR
:0210313077-31

: Bangkalan, 29 April 1984

. TK Ibrahimy Sukorejo Situbondo Lulus Tahun 1990
SD Ibrahimy Sukorejo Situbondo Lulus Tahun 1996
. SLTP Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Lulus Tahun 1999

SMU Darul Ulum 1 Peterongan Jombang

Lulus Tahun 2002

Fakultas llmu Administrasi ( Jurusan limu
Administrasi Publik ) Universitas Brawijaya Malang

Masuk Tahun 2002

: Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Bagi Pembangunan Desa



